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Pesan Juru Kampanye Hutan JPIK, Muhamad Ichwan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak Tahun 2009 di Indonesia, bertujuan untuk perbaikan
tata kelola disektor kehutanan dan perdagangannya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembalakan liar maupun
perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Pada Bulan Desember 2018 sampai Bulan Februari 2019 Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyita lebih dari 400 kontainer yang berisi kayu olahan di Surabaya dan Makassar.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) masih terus mengawal kasus-kasus tersebut dan berharap kasus ini menjadi
pembelajaran untuk Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait, agar kasus yang sama tidak terulang di masa mendatang.
Kami sangat mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK, ini adalah salah satu bukti bahwa sistem berjalan.
Namun demikian, para pihak harus terus-menerus melakukan perbaikan dan berupaya dengan keras untuk menutup celah dan
peluang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang hanya mencari keuntungan semata dengan berlaku curang
dalam praktek penatausahaan hasil hutan di Indonesia.

Pada periode tahun yang sama, ancaman terhadap pelemahan SVLK kembali terulang dan terus dilakukan oleh pihak-pihak
yang tidak menginginkan hutan terjaga secara lestari dan berkelanjutan. Dalam beberapa bulan terakhir beredar luas informasi
di media bahwa SVLK dianggap sebagai salah satu penghambat ekspor, dan beranggapan ekspor produk kayu menurun karena
SVLK. Faktanya justru dengan keberadaan SVLK, ekspor produk kayu dan turunannya meningkat. Para pihak sebagai bagian dari
entitas yang terlibat dalam membangun SVLK berkomitmen menghadapi ancaman pelemahan yang terjadi, para pihak sepakat
meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk berbagi informasi dan peran dalam rangka memperkuat SVLK.

Berdasarkan pemantauvan yang dilakukan JPIK, keberadaan industri lanjutan harus menjadi perhatian seluruh pihak, dimana
kasus-kasus kejahatan kehutanan yang telah diamankan oleh Direktorat Jendral Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) sepanjang tahun 2018-2019 yang terbesar berupa kayu olahan. Permasalahan
dalam pemenuhan pasokan bahan baku industri pengolahan kayu lanjutan yang belum seluruhnya tertib di lapangan,
diindikasikan dengan masih maraknya pemalsuan dokumen Lembar Mutasi Kayu (LMK), dokumen Sertifikat Legalitas Kayu
(SLK), pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan praktek pelanggaran lainnya.

Sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus untuk memasok kebutuhan kayu ke industri dan mengurangi
laju deforestasi hutan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016
tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan
Hutan di Wilayah Kerja Perhutani, dimana petani sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan diberikan akses
legal selama 35 tahun untuk memanfaatkan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Sementara itu, ada kabar bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Aceh berdasarkan hasil pemantauan dari pemantau
independen belum mampu menjawab persoalan illegal logging dan perambahan kawasan hutan. Hal ini patut menjadi perhatian
semua pihak betapa beratnya pemberantasan illegal logging tanpa pelibatan seluruh pihak yang terkait.

Di bagian akhir Newsletter ini mengulas Esklusi Atas Nama Konservasi : Pembelajaran Kasus dari Taman Nasional Ujung Kulon
(TNUK), dimana poin besarnya mengkritik atas nama tujuan-tujuan konservasi dan lingkungan, pada praktiknya justru menjadi
‘topeng’ dan legitimasi untuk penyingkiran dan marginalisasi rakyat atas tanah dan ruang hidupnya atau biasa disebut dengan
“Green Grabbing”.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kontributor yang telah aktif berkontribusi atas terbitnya publikasi
ini.
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Oleh Deden Suhendi (Kasubdit Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Jawa Timur)

Foto Pembongkaran Kayu Bulat di Pelabuhan. Sumber: https://www.flickr.com/DedenSuhendi

erkembangan Industri
Kehutanan di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur
merupakan wilayah strategis
dalam perdagangan kayu di
Indonesia. Kondisi demikian
membuat industri pengolahan
kayu banyak berkembang di
wilayah Jawa Timur. Berdasarkan
Data Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019, terdapat
1.084 unit usaha pemegang
Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK) di Jawa
Timur. Pasokan bahan baku
Industri Primer Hasil Hutan Kayu
tersebut diperoleh dari kayu
bulat produksi hutan alam di
luar Pulau Jawa, produksi Perum
Perhutani dan pasokan dari kayu
bulat produksi hutan rakyat/
lahan masyarakat di Pulau Jawa
atau luar Jawa. Tidak kurang dari
1,5 Juta meter kubik kayu bulat
produksi hutan alam diterima
perusahaan penampungan dan

industri primer hasil hutan kayu
diJawa Timur. Pembinaan dan
pengendalian IUIPHHK menjadi
kewenangan Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur dan
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Aktivitas pengolahan hasil

hutan kayu dilakukan juga

oleh pemegang Izin Usaha
Industri (IUl) dan pemegang
Tanda Daftar Industri (TDI).
Berdasarkan data lapangan
terdapat kurang lebih 600 unit
[UI/TDI di Jawa Timur yang
melakukan aktivitas pengolahan
kayu gergajian menjadi barang
jadi (end product). Pasokan
bahan baku IUl dan TDI berupa
kayu gergajian yang diperoleh
dari hasil produksi industri
primer hasil hutan kayu dan/
atau kayu gergajian pasokan dari
perusahaan penampungan kayu
olahan/Tempat Penampungan
Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO).

Pengawasan dan pengendalian
IUI/TDI menjadi kewenangan
instansi pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang
membidangi perindustrian
tersebut.

Pada beberapa pemegang izin,
satu badan usaha memiliki
perizinan sebagai IUIPHHK

dan Ul dalam satu tapak lokasi
yang terintegrasi, hal tersebut
dikategorikan sebagai Industri
Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT).
Pasokan bahan baku pada IPKT
berupa kayu bulat dan dapat juga
menerima pasokan berupa kayu
gergajian.

Produk Industri Kehutanan

(PIK) yang menjadi keluaran
dari industri pengolahan kayu
tersebut dipasarkan di dalam
negeri (kota-kota besar di Pulau
Jawa) dan pasar ekspor berupa
kayu lapis, moulding, housing
component, flooring, door jamb,
dan woodworking lainnya.
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Berdasarkan data dari website
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) Tahun
2019, industri pengolahan

kayu di Jawa Timur menjadi
pemasok ekspor produk industri
kehutanan tertinggi di Indonesia
berdasarkan kategori lokasi
pelabuhan muat.

di Jawa Timur sejumlah 368
kontainer yang memuat kurang
lebih 6.600 meter kubik kayu
gergajian Merbau oleh petugas
Ditjen Gakkum KLHK. Pasokan
kayu gergajian Merbau tersebut
diduga illegal dan menggunakan
dokumen angkutan yang tidak
sah dan atau dipungut secara

Top 10 Pelabuhan Muat Produk Industri Kehutanan di Indonesia

Tanjung Perak (Jawa Timur)
Tanjung Priok (DKl Jakarta)
Tanjung Emas (Jawa Tengah)
Perawang (Riau)

Boom Baru ( Sumatera Selatan)
Buatan (Riau)

Belawan (Sumatera Utara)
Futong Terminal (Riau)

Kuala Tungkal (Jambi)

Banjarmasin (Kalimantan Selatan)

26.995
18.839
27.752
8.267
1.162
4.605
3.018
119
999
1.219

Sumber data : http://silk.dephut.go.id, 24/06/2019,08.26 WIB

Aktivitas pemenuhan pasokan
bahan baku kayu gergajian yang
dilakukan industri pengolahan
hasil hutan kayu sekunder (IUl/
TDI), baik yang badan hukumnya
mandiri maupun yang terpadu
dengan pemegang IUIPHHK,
dinilai masih belum seluruhnya
tertib. Hal tersebut dibuktikan
dengan hasil monitoring dan
evaluasi yang dilakukan Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa

Timur dan KLHK terhadap
aktivitas peredaran pasokan
bahan baku kayunya, maupun
atas hasil kegiatan penegakan
hukum oleh petugas Direktorat
Jenderal Penegakkan Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Ditjen Gakkum
KLHK).

Sepanjang Tahun 2019, telah
diamankan pasokan kayu
gergajian untuk industri
pengolahan kayu lanjutan

tidak sah. Proses hukum atas
kayu tersebut masih berjalan.

Carut-Marut Pengelolaan
Penatausahaan Hasil Hutan
Kayu

Permasalahan yang muncul
dalam aktivitas pemenuhan
pasokan bahan baku industri
pengolahan kayu lanjutan

Operasi Merbau llegal di Jawa Timur Oleh Ditjen Penegakan Hukum,
KLHK (JPIK, Janudri 2019)

yang belum seluruhnya tertib

di lapangan, diindikasikan
dengan beberapa indikator.
Pertama, penggunaan dokumen
angkutan kayu gergajian yang
belum sepenuhnya tertib. Masih
ditemukan Nota Angkutan dan
Surat Keterangan Sahnya Hasil
Hutan Kayu (SKSHHK) Olahan

853.085,26
728.779,05
489.963,88

1.032.331,80
1.097.979,98

819.134,92
200.973,36
318.815,64
141.496,85

91.313,77

1.078.869,03

769.803,92
739.346,25
728.155,79
645.871,33
456.524,18
154.248,42
147.511,84
116.072,60

92.257,25

diduga palsu yang digunakan
untuk menyertai pengangkutan
kayu gergajian. Berdasarkan
Undang-Undang No. 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan
Hutan, tindakan pemalsuan
dokumen tersebut tidak dapat
dibenarkan. Hal tersebut
tertuang dalam Pasal 14 huruf a,
dijelaskan bahwa setiap orang
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dilarang memalsukan SKSHHK.

Kedua, beberapa hasil penilaian
Lembaga Sertifikasi (LS) pada
pemegang IUIPHHK/IUI/TDI oleh
Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) hanya melakukan
verifikasi administratif
berdasarkan ketersediaan
dokumen saja dan tidak
melakukan konfirmasi kepada
pemasok serta mengabaikan
beberapa verifier lainnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi yang telah dilaksanakan
oleh petugas Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur, dijumpai
beberapa industri yang memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
tetapi dalam kenyataan di
lapangan belum menerapkan
dengan benar prinsip-prinsip
pemegang izin usaha guna
mendukung terselenggaranya
perdagangan kayu yang sah,
serta unit usaha mempunyai

dan menerapkan sistem
penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan/asal usulnya.

Ketiga, peredaran kayu gergajian
diduga ilegal masih terjadi di
Jawa Timur. Pada awal tahun
2019 terjadi penangkapan kayu
gergajian dalam peredarannya
yang diduga illegal oleh Petugas
Ditjen Gakkum. Dalam kasus
tersebut telah diamankan
sejumlah 368 kontainer kayu

gergajian Merbau di Jawa Timur
yang saat ini sedang dalam
proses hukum. Untuk mendukung
proses penyidikan tersebut,
Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur mengerahkan
petugas teknis yang memiliki
keahlian atau Pengawas

Tenaga Teknis Pengujian Kayu
Gergajian (Wasganis PKG) untuk
melakukan pengukuran dan
pengujian terhadap kayu barang
bukti dimaksud.

Keempat, belum sinerginya
beberapa pihak instansi
pemangku kewenangan

dan fungsi terkait dalam
mengendalikan aktivitas
industri pengolahan kayu, baik
lingkup Pemerintah Provinsi
Jawa Timur maupun UPT KLHK
yang ada di daerah. Secara
kewenangan, Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur hanya
melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan
IUIPHHK kapasitas produksi
sampai dengan 6.000 m3/tahun,
sementara pengawasan dan
pengendalian kegiatan |UI/TDI
yang menerima pasokan bahan
baku kayu gergajian sampai
dengan kegiatan eksportasi
dilaksanakan oleh instansi daerah
setempat (Provinsi/Kabupaten/
Kota) yang membidangi
perindustrian. Padahal, mandat
dari pemerintah pusat melalui
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KLHK, pengawasan terhadap
peredaran kayu dilaksanakan
mulai dari hulu hingga ke hilir.
Kelima, rendahnya pemahaman
dan komitmen pelaku usaha
industri kehutanan terhadap
pemenuhan ketentuan
kehutanan yang mengatur tata
tertib peredaran hasil hutan kayu.

Upaya Perbaikan Tata Kelola
Kehutanan di Jawa Timur

Sebagaimana mandat yang
tercantum dalam Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan
yang kemudian telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah
No. 60 Tahun 2009 Pasal 123
ayat (2) dijelaskan bahwa
Menteri, Gubernur dan Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya
melakukan pembinaan dan
pengendalian terhadap
pelaksanaan tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan
hutan, serta pemanfaatan
hutan yang dilaksanakan

oleh kepala KPH, pemanfaat
hutan, dan/atau pengolah

hasil hutan. Melalui butir

pasal tersebut, koordinasi dan
kolaborasi untuk melaksanakan
pengawasan terhadap industri
pengolahan kayu adalah suatu
keniscayaan yang diperlukan
untuk memperbaiki tata kelola
kehutanan di Jawa Timur.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur telah menginisiasi forum
koordinasi yang melibatkan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur
dan Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah VIl Denpasar
dalam rangka pelaksanaan tugas
pengawasan dan pembinaan
industri pengolahan kayu di Jawa
Timur secara terpadu. Melalui
forum tersebut, harapannya
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Hadir dalam rapat koordinasi
terpadu tersebut yaitu Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur (Ir. Dewi J.
Putriatni, M.S.c), Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur (Dr. Ir.
Drajat Irawan, SE, MT), Balai
Pengeloaan Hutan Produksi
Wilayah VIl Denpasar, Balai
Pengamanan dan Penegakan
Hukum LHK Wilayah Jawa Bali
dan Nusa Tenggara, ISWA Komda
Jawa Timur dan HIMKI Komda
Jawa Timur.




P.14/PHPL/SET/4/2016.

Jika ditelaah dengan teliti,

Peraturan Menteri (Permen) dan

Peraturan Direktorat Jenderal

(Perdirjen) tersebut telah berlaku

kurang lebih 3 tahun, dimana

dalam jangka waktu tersebut ada

beberapa masukan, termasuk
juga perubahan dari beberapa
peraturan perundangan yang

berimplikasi terhadap beberapa

persyaratan (verifier) yang ada
pada Perdirjen No. P.14/PHPL/
SET/4/2016 tersebut. Untuk itu
perlu adanya suatu revisi dari
standar yang dipakai sebagai
dasar penilaian (kriteria audit)
yaitu Permen LHK No. P.30/
Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
dan Perdirjen No. P.14/PHPL/

SET/4/2016. Revisi tersebut selain
untuk mengakomodir perubahan

peraturan perundangan yang
terkait, juga diperlukan untuk

lebih meningkatkan kredibilitas
SVLK di mata konsumen. Karena

tidak bisa dipungkiri bahwa

beberapa pihak telah membuat

kajian dan mengkritisi SVLK,
serta mulai mempertanyakan
keandalan sistem ini untuk
bisa mengurangi atau bahkan
mengeliminasi terjadinya
perdagangan kayu yang tidak
legal.

Beberapa poin yang perlu
mendapatkan perhatian dan
dipertimbangkan sebagai
masukan untuk peningkatan
standar adalah sebagai berikut :

1.

Perlunya penyesuaian standar
SVLK dengan peraturan
perundang-undangan

yang terkait, baik yang
dikeluarkan oleh KLHK
sendiri maupun peraturan
perundang-undangan

yang terkait lainnya yang
digunakan sebagai acuan
dalam melakukan penilaian/
verifikasi.

Perlu dipertimbangkan
untuk meninjau kembali
struktur standar dengan
mempertimbangkan
dibuatnya persyaratan
yang lebih generic
sehingga lebih adaptif
dengan perkembangan

dan perubahan peraturan
perundang-undanganan
yang terkait lainnya.
Sebagai contoh, perlu
dipertimbangkan untuk
tidak spesifik menyebut
persyaratan legalitas

usaha (HO, SIUP, dll.),
tetapi lebih menggunakan
pernyataan yang lebih
umum, misalnya legalitas
berusaha. Persyaratan yang
lebih generic juga akan
memberikan ruang yang
cukup bagi auditor untuk
membuat penyesuaian
terhadap persyaratan standar
yang berlaku sesuai dengan
kondisi dari auditee yang
diaudit.

Perlu dipertimbangkan

untuk penyederhanaan dan
penyesuaian standar untuk
sertifikasi VLK Industri terkait
jenis izin dan ukuran industri.
Peraturan terkait ukuran/

4.

kapasitas/besarnya investasi
yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perindustrian
perlu dipertimbangkan untuk
merevisi standar tersebut.

Perlu dipertimbangkan
untuk mengkaji kembali
pemberlakuan dan
persyaratan Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (DKP).
Sepengetahuan penulisDKP
dimasukkan dalam SVLK
didasarkan atas argumentasi
diperkenankannya self
declare oleh pemasok
mengacu kepada standar
ISO 17050:2004 tentang
Conformity Assessment.
DKP ini berlaku kepada kayu
yang berasal dari hutan hak
yang dibudidayakan dan Izin
Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK) yang
100% bahan baku yang diolah
berasal dari hutan hak yang
dibudidayakan. Filosofi dari
self declare atau Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (DKP)
adalah pemasok yang
mendeklarasikan diri bahwa
produk yang dijual telah
memenuhi persyaratan yang
sesuai berdasarkan standar
yang berlaku dalam SVLK,
sehingga produk yang dijual
setara dengan produk-produk
yang tersertifikasi dalam
skema SVLK. Mengingat

hal tersebut, penulis
berpendapat perlu kiranya
dipertimbangkan untuk dikaji
kembali persyaratan dan
format deklarasi tersebut.

Untuk menjamin kompetensi
auditor yang melaksanakan
kegiatan audit, SVLK telah
memiliki aturan yang
mempersyaratkan setiap
auditor harus lulus uji
kompetensi yang dilakukan
oleh Lembaga Sertifikasi



OUTLOOK SVLK:
MEMPERTAHANKAN DAN PELUANG

MEMPERKUATNYA

Oleh : Johanes Jenito (Pengkampanye Hutan Kaoem Telapak)

inggu terakhir Januari
tahun ini sungguh
membuat Direktur

Eksekutif Kaoem Telapak Abu
Meridian gerah. Di saat-saat itu
ia tak bisa lepas dari berbalas

pesan pendek dengan koleganya.

Kadangkala juga bertelepon.
Mereka mengkhawatirkan
ancaman pelemahan Sistem
Verifikasi Legitas Kayu (SVLK).

Sejumlah media gencar

mengabarkan rencana
pemerintah menggenjot
penerimaan negara melalui
peningkatan ekspor dengan
mempermudah prosedur untuk
produk kayu dan olahan kayu.
Diantara prosedur yang tengah
dikaji, SVLK adalah salah
satunya. Menurut pemerintah
para eksportir kayu dan produk
kayu menjerit terbebani
kewajiban SVLK. Maka muncullah
gagasan untuk meniadakan SVLK

di sektor industri hilir.

Abu geram dengan gagasan itu.
la, atas nama Kaoem Telapak,
bersurat kepada Presiden Rl Joko
Widodo pada Kamis (07/02).
Surat itu meminta Presiden RI
untuk melakukan pengkajian
ulang atas rencana kebijakan
peningkatan ekspor produk kayu.
Justru dengan SVLK, menurut
Abu, neraca perdagangan produk
furniture meningkat di Tahun
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2018. Sementara ekspor furniture
tanpa SVLK justru menurun
drastis.

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI, Ir. Bambang
AdiWinarso, M.Sc.P.h.D justru
yang merespon hal ini. Sabtu
(16/02) Bambang mendatangi
kantor Kaoem Telapak. Baginya
SVLK dianggap sebagai
penghambat aktivitas ekspor
Indonesia.

Pertemuan Para Pihak Pertama

Berangkat dari kegelisahan yang
sama dengan Abu, akhirnya
sejumlah pegiat kehutanan setuju
untuk berkumpul dan kembali
membicarakan perkembangan
terkini SVLK. Mereka adalah
Jaringan Pemantau Independen

Kehutanan (JPIK), kelompok
Organisasi Non-Pemerintah
selaku Pemantau Independen
Kehutanan, Asosiasi Pengusaha
Kayu Gergajian dan Kayu Olahan
Indonesia (ISWA), Komite
Akreditasi Nasional (KAN), PT
BRIK Quality Services, dan PT.
Tropical Rainforest International
Certification (TRIC) dari
Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK), tim dari Multi-
stakeholder Forestry Programme
phase 4 (MFP4) dan sejumlah
pejabat dari Direktorat Jendral
Pengolahan Hutan Produksi
Lestari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Ditjen
PHPL KLHK). Putaran pertama
pertemuan diadakan pada 09-10
April 2019 di Jakarta.

Kasus penangkapan ratusan
kontainer isi kayu olahan
Merbau dari Papua oleh
Direktorat Jendral Penegakan
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Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Dirjen Gakkum
KLHK) adalah salah satu bahasan
serius dalam pertemuan tersebut.
Isu ini mencuat sejak Majalah
Mingguan Tempo menurunkan
liputan mendalam dalam artikel
berjudul *"Mesin Cuci Kayu lllegal”
pada 21 Desember 2018.

Ir. Tequh Widodo, M.Si yang
mewakili Direktorat luran dan
Peredaran Hasil Hutan (IPHH)
Dirjen PHPL KLHK, menyebut
bahwa isu-isu yang berkembang
menjadi tamparan karena sudah
terdapat sistem yang berlaku.
Pengawalan sistem perlu
dilakukan oleh para pihak dalam
SVLK. Teguh menyadari bahwa
Sistem Informasi Penatausahaan
Hasil Hutan (SIPUHH) yang
dibangun secara online, masih
menyimpan celah yang bisa
dimainkan oleh oknum tertentu.
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Sejauh ini SVLK masih dianggap
sebagai milik KLHK semata,
tambah Kepala Sub-Direktorat
Notifikasi Ekspor dan Impor
Produk Industri Hasil Hutan
Dirjen PHPL KLHK Ir. Sigit
Pramono, M.Sc. Para pemangku
kepentingan lainnya perlu
meningkatkan kepeduliannya
pada sistem ini.

Pada akhir pertemuan ini para
pihak menyetujui empat hal
yang perlu didorong untuk
memperkuat SVLK di tengah
beragam isu yang berkembang.
Yang pertama adalah
memastikan implementasi
SVLK dalam seluruh mata rantai
perdagangan kayu. Kedua, para
pemangku kepentingan perlu
memastikan keberterimaan SVLK
sebagai bagian pembangunan
tata kelola kehutanan. Ketiga,
perlunya penguatan sistem dan
regulasi untuk meminimalisir
peluang pelanggaran aturan
legalitas. Keempat, aksi
penegakan hukum yang serius
pada kayu high-risk dari hutan
negara.

Selain substansi, para pihak juga
setuju agar forum ini kembali

diadakan sebagai sarana berbagi
informasi tentang perkembangan
SVLK secara reguler. Direktorat
Pengelolaan dan Pemasaran
Hasil Hutan KLHK bersedia
memfasilitasi pertemuan kedua.

Pertemuan Berlanjut

Pertemuan kedua terjadi pada
Kamis (23/06) di KLHK. Kali ini
peserta pertemuan bertambah
dengan hadirnya perwakilan
dari Direktorat Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan, Dirjen
Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan,
Asosiasi Panel Kayu Indonesia
(APKINDO), Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan
Hutan (PPH) Dirjen Gakkum
KLHK dan Sucofindo.

Sulitnya keterbukaan informasi
SIPUHH adalah keprihatinan
yang disampaikan oleh staf
Sekretariat Nasional Jaringan
Pemantau Independen
Kehutanan (JPIK) Deden
Pramudiana. Akses yang

sulit turut menjadi salah

satu penyebab lambannya
pemantauan. Padahal, tambah
Kasubdit Pencegahan dan
Pengamanan Hutan Wilayah

Papua, Sulawesi dan Maluku
Rudianto Saragih Napitu,
transparansi sistem adalah syarat
mutlak akuntabilitas tata kelola
kehutanan.

Di sisi lain, Kementerian
Perdagangan menegaskan
dukungannya pada SVLK pada
mata rantai ekspor produk
kehutanan. Hal ini diperkuat
dengan tata diberlakukannya
ketentuan dalam Pasal 4
Peraturan Menteri Perdagangan
RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016
tentang kewajibankelengkapan
Dokumen V-Legal pada ekspor
produk industri kehutanan.

Dengan ketegasan tersebut
disertai banyaknya dukungan
dari berbagai pihak untuk
tetap mempertahankan
SVLK di seluruh rantai pasok
peredaran kayu, baik hulu
maupun hilir, berhasil membuat
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian tak lagi
menganggap SVLK sebagai
penghambat ekspor.

Kini para pihak menyadari. SVLK
patut dipertahankan, sekaligus
ditingkatkan kualitasnya.

Foto tentang ide-ide yang muncul dari para peserta pertemuan multipihak tentang SVLK.
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Foto penyer}on SK Perhutanan Sosial. (www.sitinurbaya¥com)

enakar Kemiskinan
Indonesia

Pada Maret 2018 untuk
pertama kalinya diketahui
angka kemiskinan di Indonesia
turun menjadi 9,82% dari total
penduduk Indonesia (2017
sebesar 10,12%), dengan sebaran
kemiskinan perkotaan sebesar
7,02% dan perdesaan 13,2%.
Situasi ini harus diapresiasi oleh
seluruh anak bangsa. Angka ini
menunjukkan bahwa kemiskinan
perkotaan mampu ditekan dan
dikurangi dengan baik oleh
program-program pemerintah
dan inisiatif rakyat perkotaan.
Situasi di perdesaan tentu saja
belum menggembirakan karena
angka kemiskinan masih 2 digit.
Kemiskinan di perdesaan Pulau
Sumatera 11,66%, Kalimantan
7,6%, Sulawesi 13,68%, Maluku-
Papua 29,15%, Jawa 12,8%,
Bali-Nusa Tenggara 17,8% (BPS,
2018). Hampir 70% penduduk
Indonesia ada di Perdesaan.
Tugas berat menghilangkan
kemiskinan ada di perdesaan.

“ Dunia telah kehilangan spiritnya
ketika paradigma pembangunan
sumberdaya alam hutan
dilaksanakan dengan cara
memisahkan hutan dengan
masyarakat, karena sejatinya
hutan dan manusia/masyarakat/

rakyat tidak dapat dipisahkan 7’

Foto penyerahan SK Perhutanan
Sosial. (www.sitinurbaya.com)
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Ketimpangan Perdesaan

Berdasarkan pendekatan

ukuran gini ratio dari tingkat
pengeluaran penduduk
Indonesia, saat ini angka gini
ratio menunjukkan 0,389, hal ini
menunjukkan ketimpangan di
Indonesia masih memprihatinkan
dan perlu diperbaiki. Cara
memperbaikinya salah satu
yang terpenting adalah dengan
membuka peluang kerja dan
peluang berusaha ditingkat
perdesaan. Inti pembangunan
perdesaan adalah pembangunan
dengan cara meningkatkan
produksi dan produktivitas lahan
yang dikuasai petani, dengan
cara tersebut maka pendapatan
petani akan meningkat,
pengeluaran penduduk akan
semakin baik dan kemiskinan
perdesaan akan semakin kecil.
Unsur terpenting di tingkat
petani adalah penguasaan atas
lahan untuk usaha tani yang
ramah lingkungan.

Lahan Hutan dan Anti
Kemiskinan

Kebijakan Pemerintah Indonesia
saat ini adalah membangun



Foto tentang Kawasan hutan negara di areal PerhutaniKabupaten fulung Agung, yang akan dipulihkan oleh masyarakat melalui Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Sumber foto: PPLH Mangkubumi

ekonomi rakyat perdesaan yang
salah satunya melalui program
reforma agraria seluas g juta ha
dimana 4.1 juta ha berasal dari
lahan hutan yang tidak produktif
akan diserahkan kepada petani
di perdesaan dan program
perhutanan sosial seluas 12,7
juta ha menyebar di perdesaan
di 26 Provinsi. Kawasan hutan
yang menjadi obyek program
reforma agraria memang sudah
tidak berhutan dan sudah
sebagian besar diusahakan oleh
rakyat, dan areal perhutanan
sosial berasal dari areal kawasan
hutan yang tidak produktif akan
dijadikan lebih produktif lagi
oleh sekumpulan masyarakat
penerima izin perhutanan sosial.

Bagian lahan kawasan hutan di
Jawa dan luar Jawa yang tidak
produktif akan ditanami ulang
oleh masyarakat pemegang

izin, sehingga kawasan hutan
tersebut menjadi lebih produktif,
menghasilkan, memperbaiki
lingkungan, pendapatan petani

sekitar hutan meningkat dan
kelembagaan petani menjadi
kuat. Program pemerintah
tentang reforma agraria dan
perhutanan sosial merupakan
program koreksi yang progresif
bagi kepentingan rakyat petani
diIndonesia. Ada 4 target yang
ingin dicapai oleh kedua program
tersebut: (1) pemerataan
kepemilikan tanah melalui
reforma agraria; (2) pemerataan
dan perluasan pemanfaatan
lahan hutan oleh masyarakat
melalui perhutanan sosial; (3)
memperbaiki tata lingkungan;
dan (4) pengurangan kemiskinan
di Perdesaan di Indonesia.
Program Reforma agraria

seluas 4,1 juta dari lahan hutan
memastikan lahan akan menjadi
hak milik petani, dan program
perhutanan sosial dilaksanakan
dengan skema perizinan

35 tahun. Secara sosiologis
program perhutanan sosial
sangat menyentuh kepentingan,
pemerataan dan keadilan bagi

petani perdesaan yang sedikit
dan tidak memiliki lahan.

Petani dan Perhutanan Sosial

“Mas Parno petani perhutanan
sosial yang sudah mendapat
izin 35 tahun di Pemalang Jawa
Tengah merasa terharu dan
tidak percaya akan memperoleh
izin pemanfaatan lahan hutan
seluas lebih dari 1,5 ha dari
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan”. Demikian

pula halnya dengan “Pak Usuf
petani perhutanan sosial di
Kabupaten Batanghari Jambi.
Kelompok koperasinya mendapat
izin 3.200 ha hutan tanaman
rakyat. Berterima kasih amat
sangat pada pemerintah karena
diizinkan memanfaatkan,
menanam tanaman hutan dan
buah-buahan”. Parno dan Usuf
adalah gambaran 2 rakyat petani
Indonesia yang bangga dengan
program perhutanan sosial.



Sampai Juni 2019 capaian izin
program perhutanan sosial
seluruh Indonesia mencapai

2,4 juta ha yang melibatkan
hampir 5oo ribu keluarga tani.
Pemberian izin perhutanan sosial
di Jawa rata-rata sekitar 1,2 ha
dan diluar Jawa rata-rata 3 ha.
Berbasis pada data tersebut
maka ada tambahan lahan

bagi petani untuk melakukan
kegiatan usaha tani agroforestry
di Jawa antara 1-1,5 ha setiap
petani. Pendapatan petani
sangat ditentukan oleh berapa
luas lahan pertanian yang
mereka miliki atau yang dapat
mereka manfaatkan. Program
perhutanan sosial berdampak
pada petani semakin percaya
diri menjadi petani dan semakin
bersemangat melaksanakan
kegiatan produktif berbasis
lahan. Semula petani di Jawa
hanya memiliki lahan pertanian
rata-rata o,3-0,5 ha per keluarga
dan setelah adanya izin dari
program perhutanan sosial lahan
yang dapat dikerjakan petani
meningkat menjadi 1-1,5 ha per
keluarga.

Perhutanan Sosial dan
Pengurangan Kemiskinan

Rata-rata angka kemiskinan
perdesaan di Pulau Sumatera,
Jawa, Maluku dan Papua, Bali
dan Nusa Tenggara, serta
Sulawesi, berada di atas 11 %
dari jumlah penduduk masing-
masing Pulau. Perizinan 35 tahun
program perhutanan sosial
secara nyata telah memberikan
tambahan luas areal lahan yang
dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan usaha kehutanan dan
usaha pertanian, perkebunan,
buah-buahan dan tanaman
semusim palawija.

Melalui program Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) sebagai bagian
dari program perhutanan
sosial, jika lahan hutan ditanam
pohon sengon maka akan
menghasilkan paling sedikit

Rp. 200 juta per 6 tahun atau
sekitar Rp. 3-4 juta per bulan
setelah ditambah hasil palawija
dan buah-buahan. Jika lahan
hutan di tanami jati malabar
maka akan menghasilkan
minimal sekitar Rp. 500 juta
per 8 tahun atau sekitar Rp. 6-8
juta per bulan setelah ditambah
dengan hasil palawija dan buah-
buahan. Dengan perhitungan
sederhana saja kita sudah akan
tau bahwa penghasilan petani
program perhutanan sosial
memiliki potensi meningkatkan
penghasilan, meningkatkan daya
beli masyarakat, ketimpangan
yang diukur dengan gini ratio
mengecil. Dengan penghasilan
masyarakat petani perhutanan
sosial sekitar Rp. 4-8 juta/KK/
bulan sudah dapat dipastikan
masyarakat perdesaan akan
terentaskan dari kemiskinan.
Pada saat yang sama tanah
hutan yang tidak produktif
akan tertanami pohon-pohon
kayu dan buah-buahan yang
lebih produktif dari situasi
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sebelumnya.

Analisis perhutanan sosial di atas
memberikan keyakinan pada kita
bahwa tidak benar perhutanan
sosial melegalisasi deforestasi

di Jawa dan luar Jawa, karena
tidak ada hubungannya. Justru
analisis menunjukkan bahwa
program perhutanan sosial

akan menimbulkan lahan hutan
lebih produktif karena hutan
ditanami oleh rakyat petani
pemegang izin perhutanan sosial.
Angka kemiskinan di perdesaan
akan sangat berkurang sampai
angka 5% saja. Ini prediksi yang
harus diwujudkan bersama.
DiJawa jika areal potensial
perhutanan sosial seluas 1,2

juta ha ditanami dengan jati
malabar yang produktif maka
akan menghasilkan sebesar Rp.
500 juta/ha/8 tahun atau Rp.

600 Triliun/total luasan lahan.
Rakyat petani pasti sejahtera
dan lingkungan akan lebih baik
karena tidak ada lagi tanah
kosong karena partisipasi petani.
Selama ini hutan di Jawa di kelola
oleh BUMN yang menghasilkan
tanah kosong dan tidak produktif,
mencapai lebih dari 50%,
sungguh negara telah dirugikan
dengan terang benderang.




TATA KELOLA HUTAN DI ACEH DAN'MARAKNYA
KASUSILLEGALLOGGING

Efektifitas'Perbaikan Tata KelolaimelalUi KPH S

Oleh EfendiIsma (Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh dan Anggota JPIK Aceh)

ekilas Hutan Aceh

Hutan Aceh seluas + 3,5

juta ha menjadi salah satu
tutupan hutan terbaik di Pulau
Sumatera. Sebagai sebuah
aset, hutan Aceh memiliki
fungsi perlindungan tata air dan
sumber keanekaragaman hayati.
Kekayaan hutan ini menjadi
harapan hidup seluruh rakyat
Aceh yang selama ini hidup
berdampingan yang mampu
menjaga keutuhan kawasan
hutan.

Hubungan harmonis masyarakat
dengan kawasan hutan yang
terbangun sejak dulu, mulai
rusak sejak dekade 8o-an yang
diakibatkan oleh penerbitan izin
pengelolaan hutan melalui Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) yang
serampangan. Pengelolaan HPH
yang tidak bertanggung jawab ini
menyisakan kondisi hutan Aceh
yang hancur dan rawan bencana.

Seiring waktu berjalan banyak
sumber daya dan dana yang
sudah dikucurkan untuk
memulihkan kondisi hutan
Aceh, baik dari pemerintah
maupun yang bersumber dari
pihak ketiga. Namun, hal itu
belum cukup untuk memperbaiki
kondisi hutan Aceh yang dirasa
gagal dalam aspek tata kelola
yang dapat dilihat dari:

1. lllegal logging (pembalakan
liar) yang masih terus terjadi.

2. lllegal poaching (perburuan
satwa secara tidak sah)
terus terjadi dimana
banyak ditemukan satwa
liar dilindungi dibunuh dan
bagian tubuh yang berharga
(gading, cula, taring/gigi dll)
hilang.

3. lllegal wildlife trading (jual
beli satwa liar secara tidak
sah) masih mudah ditemukan
di ruang publik.

4. lllegal keeping (pemeliharaan
satwa liar secara tidak sah)
masih menjadi gaya hidup
sebagian pejabat publik dan
pengusaha-pengusaha kaya.

5. lllegal mining (penambangan
secara tidak sah) selalu
ditemukan pada kawasan-
kawasan yang memiliki
sumber daya mineral
terutama emas dan galian C.

6. Perambahan kawasan hutan
menjadi kebun sawit atau
menjadi lahan terbuka.

7. Konflik tenurial kawasan
hutan.

8. Bencana alam berupa banijir
bandang dan longsor terus
terjadi setiap tahunnya.

9. Masyarakat sekitar kawasan
hutan masih miskin.

Kegagalan ini menunjukkan
ketidakmampuan pemerintah
dalam membangun dan

=N

mengelola sektor kehutanan.
Padahal, jika merujuk pada
harapan presiden Jokowi yang
disampaikan pada festival

KPH diYogyakarta pada
September lalu, seharusnya
sumber daya hutan yang ada
digunakan untuk memakmurkan
masyarakat, salah satunya
melalui pemanfaatan KPH
secara optimal. Namun pada
praktiknya, pemanfaatan hutan
belum mampu menyejahterakan
masyarakat disekitarnya.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui
Peraturan Gubernur (Pergub)

No 20 Tahun 2013 jo Peraturan
Gubernur 46 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Aceh
(SOTK) telah menyambut
kebijakan nasional melalui
Peraturan Menteri Kehutanan
No P.6/Menhut-ll/2009 tentang
Pembentukan Wilayah KPH,
dengan menetapkan enam unit
KPH berbasis DAS dalam bentuk
Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) dan satu unit KPH Taman
Hutan Rakyat (Tahura). Dalam
salah satu pasal disebutkan
bahwa “..pemanfaatan hutan,
pengelolaan usaha dan/atau
kerjasama pengelolaan hutan dan
evaluasinya sebagai tugas dan
fungsi KPH di wilayah kerjanya”.



Hal ini menjelaskan bahwa aspek
pengelolaan kawasan hutan
telah menjadi tugas dan fungsi
KPH di tingkat tapak dan pergub
tersebut juga memperijelas
lingkup kewenangan KPH dalam
bekerja mengelola kawasan
hutan.

Namun setelah sekian lama
dibentuk, KPH di Aceh belum
menunjukkan performa yang
lebih baik untuk pengelolaan
kawasan hutan, kurun waktu
2013-2019 bukanlah waktu yang
pendek untuk memantapkan
sebuah performa pengelolaan
hutan.

Illegal Logging

Aktivitas penebangan liar
menjadi salah satu penyumbang
terbesar dalam penurunan
kualitas hutan di Aceh, praktek
ilegal ini menjadi bisnis yang
sangat menggiurkan bagi
segelintir orang. Dalam setiap
persekutuan mata rantai
penebangan liar memiliki system
guard yang melibatkan banyak
pihak, sehingga ketika dilakukan
penertiban, penangkapan bahkan
vonis hukuman di pengadilan
pun dipastikan tidak akan lama
di penjara. Bahkan banyak kasus
yang berakhir bebas atau hilang
begitu saja dari daftar peradilan.

Data Koalisi Peduli Hutan Aceh
(KPHA) dengan didukung oleh

Environtmental Investigation
Agency (EIA) Tahun 2015
menyebutkan bahwa angka
aktivitas penebangan di Aceh
tersebar di 345 titik, dan data
terbaru disajikan oleh Forum
Konservasi Leuser (FKL) dan
Yayasan HaKA (Hutan Alam
dan Lingkungan Aceh) Tahun
2017 sebesar 1.528 titik. Hasil
investigasi bulanan yang
dilakukan pada FKL dan HaKA
menunjukkan tren unstoppable
dari aktivitas penebangan liar.
Hal ini menjadi bukti bahwa
illegal logging adalah kejahatan
kehutanan yang sangat
digandrungi oleh banyak pihak.

Data temuan aktivitas illegal
logging di Provinsi Aceh yang
dilakukan oleh beberapa LSM
lokal yang diantaranya tergabung
dalam Jaringan Pemantau
Independen Kehutanan
(JPIK) secara aktif melakukan
pemantauan terhadap kondisi
hutan, adalah sebagai berikut :
Tahun Kegiatan
ilegal logging di
12 kabupaten di
Aceh
Hlegal logging di
12 kabupaten di
Aceh
illegal logging di
12 kabupaten di
Aceh

n 2015

2. 2016

2017

Maraknya aktivitas illegal
logging ditenggarai karena
ketidakhadiran negara dalam
mengatasi lemahnya penegakan
hukum dan tebang pilih dalam
penyelidikan dan penyidikan
kasus-kasus penebangan liar.

Sebagai contoh wilayah
Kabupaten Aceh Besar
merupakan kabupaten yang
paling dekat dengan Provinsi
Aceh. Namun, pengangkutan
kayu dengan alat angkut roda
tiga atau becak setiap hari
melintas di jalan besar baik jalur
menuju Kabupaten Aceh Utara
maupun Kabupaten Aceh Barat-
Selatan. Rata-rata setiap harinya
tidak kurang dari 30 m* kayu
olahan keluar dari dalam hutan
menggunakan becak pada jalur
ini. Pemandangan ini menjadi
hal biasa yang diperparah
dengan minimnya pengawasan
petugas yang hanya menonton
tanpa mampu menyentuh kayu
tersebut.

Jumlah Kayuyang

dihasilkan

345 titik 1800 m* kayu

15340tk  3.665m" kayu
1528 itk 7.421,3m  kayu
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Untuk kabupaten yang
berbatasan dengan Provinsi
Sumatera Utara seperti
Kabupaten Aceh Timur dan

Aceh Tamiang di pesisir timur
Aceh dan Kabupaten Aceh
Selatan di pesisir barat Aceh juga
menujukkan hal serupa. Kayu
hasil illegal logging di kabupaten-
kabupaten ini diangkut menuju
Medan. Dalam beberapa kali
dilakukan penindakan, upaya

ini selalu menemui kegagalan
baik karena informasi yang
bocor serta diduga adanya orang
“kuat” yang menghalangi. Ironis,
Meskipun kabupaten Aceh Timur
dan Aceh Tamiang sudah pernah
mengalami bencana banjir
bandang namun hal tersebut
tidak menjadi pelajaran untuk
menghentikan penebangan liar.

lllegal logging juga sangat
diuntungkan oleh adanya jalan-
jalan sarad yang dibangun pada
masa beroperasinya HPH, yang
kini digunakan pelaku untuk
mengangkut kayu-kayu menuju
tempat pengolahan. Demikian
juga dengan pembangunan jalan-
jalan baru oleh pemerintah ikut
menyumbang lancarnya kegiatan
tersebut.

Berdasarkan pengamatan di
lapangan, penebangan liar di
kabupaten tersebut di atas diikuti
dengan perambahan kawasan
hutan yang ditanami sawit, dan

sebagian besar kawasan yang
sudah dirambah menjadi kebun
sawit ini diberi pemutihan oleh
pemerintah melalui usulan
perubahan tata ruang. Sungguh
sebuah kejahatan sempurna yang
digambarkan sebagai pseudo-
legal oleh Profesor Hariadi
Kartodihardjo.

Rekomendasi

Fenomena illegal logging di

Aceh sangat tepat seperti
digambarkan oleh petuah dalam
hadih maja Aceh yaitu “...ta harap
keu pageu, pageu pajoh padee...”
maknanya “berharap pada pagar,
pagar makan tanaman”. Pagar
yang digambarkan disini adalah
pemerintah yang seharusnya
menjadi benteng pertahanan
karena memiliki kekuatan dan
kekuasaan yang konstitusional,
menyusun peraturan dan
melakukan implementasi serta
evaluasi sehingga segala sesuatu
berjalan dengan baik dan benar.

Dalam kasus di Aceh terlihat
pemerintah tak berdaya
menghadapi dirinya sendiri
karena sosok-sosok oknum yang
memiliki mental rendahan yang
mampu dibeli oleh pemodal
dengan segepok uang dalam
rangka memuluskan praktik
haram illegal logging, tidak

mungkin mengobati penyakit
yang dokternya merupakan
sumber penyakit itu sendiri.

Kejahatan kehutanan seperti
illegal logging sebagai salah satu
bentuk dari extraordinary crime
sudah selayaknya setara dalam
penegakan hukumnya seperti
layaknya korupsi. Pemerintah
seharusnya membentuk sebuah
badan penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan
karena kondisi institusi
penegakan hukum yang ada
dirasa kurang mampu bekerja
dengan maksimal.

Badan ini harus diberikan
kewenangan penuh dalam
penegakan hukum lingkungan
hidup dan kehutanan seperti
melakukan audit dan investigasi
terhadap pihak terkait. Kemudian
harus mampu membangun
jaringan kerja dengan masyarkat
sipil yang ada di tingkat nasional
dan daerah yang fokus dan peduli
terhadap isu lingkungan hidup
dan kehutanan.

Sebagai lesson learn dari illegal
logging sangat dibutuhkan
kebijakan tegas dan populis oleh
pemerintah untuk menuntaskan
kasus-kasus serupa, jika
pemerintah tidak ingin tingkat
kepercayaan masyarakat
semakin rendah danillegal
logging semakin marak.
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ecara teoritik, politik

lingkungan hidup dibentuk

oleh setidaknya tiga sudut
pandang utama. Pertama,
pandangan yang meletakkan
lingkungan hidup sebagai
komoditi. Kedua, lingkungan
hidup sebagai sesuatu yang
harus dilindungi (acardia).
Ketiga, lingkungan hidup sebagai
suatu hasil konstruksi sosial.
Multipihak negara, pengusaha,
LSM/NGO dan masyarakat bisa
saling berbeda posisi sesuai
kepentingan ekonomi dan
politik masing-masing. Proses
eksklusi masyarakat di pinggiran
kawasan hutan bukan hanya
terkait dengan persoalan rezim
dan relasi kuasa yang timpang

antara aparatus konservasi
negara (dalam kasus tulisan ini
di Taman Nasional Ujung Kulon
(TNUK)) dengan masyarakat
petani pedesaan, tetapi

juga terkait dengan domain
paradigmatik atau bangun-susun
pengetahuan yang mengendap
dalam sistem ‘ideologis’

yang dianut oleh penguasa
dalam mengurus penataan
ruang di kawasan konservasi.
Orientasi konservasi klasik
yang ‘mendewakan’ species

di atas kebutuhan manusia
sebagaimana dipraktikkan oleh
Balai Taman Nasional Kasus
Ujung Kulon (konflik agraria
BTNUK dan Masyarakat Desa
sekitar/dalam kawasan TNUK,

sepanjang 2007-2012) dan para
pendukungnya yang ignorence
atas kesejahteraan manusia di
sekitar kawasan hutan dapat
menjadi simpul utama refleksi
kritis bagaimana tata kelola dan
penguasaan sebuah kawasan
konservasi mestinya diurus.

Dengan dalih kekuasaan dan
pengendalian berdasarkan asas
dan prinsip ‘preservasi’ TNUK
dengan species utama Badak
Jawa, politik kawasan konservasi
dilaksanakan dengan megikuti
doktrin “scientific forestry” yang
secara sistematis menimbulkan
beragam dampak sosial, ekonomi
dan ekologi hingga penyingkiran
secara paksa masyarakat dari
pinggiran/dalam kawasan hutan.

* Cerita konflik agraria di Taman Nasional Ujung Kulon ini di dasarkan pada studi Tesis, Penulis (Eko Cahyono), di Pasca Sarjana Sosiologi
Pedesaan IPB, dengan Judul: Aksi Petani Dalam Kontestasi Politik Penataan dan Penguasaan Ruang di Kawasan Konservasi Taman Nasional
Ujung Kulon Provinsi Banten, Tahun 2012. Tonggak penting konflik di TNUK, dimulai sejak Tahun 1984, kebijakan perluasan batas TNUK yang
memasukkan beberapa kampung ke dalam wilayah TNUK, salah satunya Kampung Legon Pakis. Konflik masyarakat sekitar hutan dan BTNUK
muncul dan tenggelam, hingga ada peristiwa penembakan Petugas TNUK (2008) menewaskan seorang warga dan berlanjut dengan amuk
massa dan kriminalisasi warga. Tonggak konflik lainnya muncul kembali sejak proyek JRS (Javan Rino Sentcuary) muncul pada Tahun 2010,
yang merampas tanah masyarakat 110 ha, mendapat protes masyarakat dan jaringan CSO. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir terjadi upaya
rekonsiliasi dan penataan ulang hubungan masyarakat dengan BTNUK berikut pengakuan wilayah desa-desa sekitar TNUK dengan beragam

skema, salah satunya Perhutanan Sosial dan Prona, meksipun proses itu masih dinamis berjalan.

2Peneliti Sosial-Ekologi dan Agraria, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (2015-2018)



Foto Tempat Pengawasan TNUK Resort Legon Pakis, Pasca Amuk Massa, Oktbbe&z&aﬁﬁei@;é@ [ = &'- = X
T e e P e i S R i

Oleh kebanyakan para pengurus
Taman Nasional, hutan masih
dipersepsikan dalam sudut
paradigma konservasi klasik yang
melihat kawasan hutan sebagai
‘wilayah yang tak berpenghuni’.
Meski sudah banyak upaya
perbaikan, terobosan dan inovasi
kebijakan, namun secara umum
model pengelolaan sumberdaya
hutan oleh pemerintah dan
swasta masih didominasi cara
pandang yang mendudukkan
kawasan hutan sebagai kawasan
kosong manusia, hanya terdiri
dari aneka ragam kayu komersial,
flora dan fauna yang memiliki
nilai tinggi secara ekonomi dan
konservasi (Tadjudin, 2000).
Padahal masyarakat lokal adalah
bagian sub-sistem yang tak
terpisahkan dan setara dengan

tumbuhan dan binatang dalam
keseluruhan jejaring ekosistem
hutan.

Ketika konflik agraria di
Taman Nasional di Ujung
Kulon meledak (2007-2008),
kondisi keterbatasan (hak dan
akses) masyarakat semakin
berkurang, dan mendorong
proses pemiskinan struktural
semakin masif terjadi. Tanpa
membongkar akar struktur
ketimpangan-ketimpangan
politik, ekonomi sosial, dan
budaya yang menyelimutinya,
sulit menangkap akar persoalan
kemiskinan yang hadir. Sebab,
pada umumnya, menurut
Shohibuddin dan Soetarto
(2009) kemiskinan oleh para
perencana pembangunan dan

pengambil kebijakan lebih
sering dilihat sebagai sebuah
“kondisi”, ketimbang sebuah
“konsekuensi”. Tanpa memahami
berbagai proses yang membentuk
kemiskinan dan ketimpangan,
dan mekanisme-mekanisme
sosial yang membuatnya

terus bertahan dan berlanjut
(bahkan dicipta kembali),

maka penetapan level-level
kesejahteraan maupun introduksi
program-program pengentasan
kemiskinan konvensional
termasuk didalamnya proyek
dan program pemberdayaan
masyarakat sekitar/dalam
kawasan hutan tidak bakal dapat
menjawab problem kemiskinan
pada akar permasalahannya
(Mosse 2007).



Proses eksklusi merujuk pada
Hall, et.al (2011) dapat melalui
empat ‘powers’ dominan

yaitu: Regulasi (regulation),
Tekanan (force), Pasar (market),
Legitimasi (legitimation). Dalam
kasus konflik agraria di TNUK
ada tiga powers yang bekelindan
mendorong eksklusi masyarakat
sekitar/dalam kawasan hutan.
Praktiknya, tekanan (force)
negara melalui Balai Taman
Nasional Ujung Kulon (BTNUK),
baik melalui regulasi (regulations)
berupa kebijakan konservasi dan
legitimasi (legitimation) sebagai
penguasa hutan konservasi
negara, melakukan proteksi

ketat bagi pelestarian dan
perlindungan Badak Jawa (Rhino)
yang dikatakan sebagai warisan
dunia yang sudah sangat langka
dan hampir punah. Namun niat
baik tujuan konservasi Rhino,
telah nyata-nyata menyebabkan
eksklusi bagi masyarakat
(kampung Legon Pakis, Desa
Ujung Jaya) sepanjang periode;
1984-2012). Padahal mereka
terbukti telah lama tinggal

dan hidup bergantung dari
sumberdaya hutan di sekitar
TNUK. Konflik agraria yang
hadir menyebabkan masyarakat
makin hari kehilangan akses
atas ruang hidup dan hak-hak
dasar (basic of right) mereka di
sekitar/dalam kawasan hutan.
Dengan dasar pandang ini,
penting dipetakan lebih lanjut,
apakah kebijakan dan program-
program atas nama konservasi
(di TNUK dan mungkin di wilayah
lainnya yang menggunakan nalar
legitimasi ‘atas nama’ konservasi)
benar-benar memperhatikan
pentingnya aspek sosial dan

hak atas ruang hidupnya, atau
justru masih mengabaikannya?
Kuasa-kuasa (powers) apa

yang dominan mempengaruhi
suatu kebijakan konservasi bisa
hadir? Bagaimana atau dengan
mekanisme apa kuasa (power)
tersebut dimain-praktikkan?
Dan yang paling penting untuk
perlu dicek ulang adalah siapa
dan kelompok mana yang paling
diuntungkan dan dirugikan dari
kebijakan konservasi tersebut
dalam beragam arena dan
waktu? Pertanyaan-pertanyaan
kritis semacam inilah yang
diharapkan dapat memandu
proses refleksi dalam tulisan ini.
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Secara historis, proses
pemiskinan, kekerasan, konflik
dan eksklusi yang dialami
masyarakat kampung Legon
Pakis, Desa Ujung Jaya, Kec.
Sumur, Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten (1984-2012)
dan di sekitar kawasan TNUK
lainnya, tidak bisa dilihat dalam
satu potret yang berdiri stagnan,
namun mesti diamati dalam alur
panjang sejarah penguasaan
rezim TNUK yang dimasing-
masing sirkuit historis tersebut
ikut menyumbang pembentukan
proses eksklusi masyarakat
dengan beragam jenis power
(regulation, force, legitimation
dan market) dan dengan jalan
proses yang berbeda-beda.
Hanya dengan cara demikian
gambar utuh permasalahan
kewajaran dan alamiahnya
proses kekerasan dan eksklusi
masyarakat dari ruang hidupnya
mampu dijelaskan secara lebih
terang.

Realitas kekerasan (fisik dan

non fisik) yang berujung pada
proses eksklusi yang dialami
masyarakat Legon Pakis dan
masyarakat di pinggiran/dalam
kawasan TNUK, hanyalah salah
satu dari beragam kasus sejenis
diranah pengelolaan Sumberdaya
Alam dan Agraria di Indonesia.
Rezim kehutanan di Indonesia
yang mengklaim menguasai
lebih separuh kawasan daratan di
Indonesia® masih mendasarkan
pada keilmuan scientific forestry
yang salah satu doktrinnya
memandang kawasan hutan
sebagai wilayah yang tak
berpenghuni dan kosong dari
manusia serta membagi hutan
hanya dengan dua kategori:

3Dataresmiyangditerbitkan Departemen Kehutanan didasarkan pada Kawasan Hutan yang ditetapkan lewat proses yang disebut *harmonisasi”
dengan melibatkan Departemen Kehutanan dan pemerintah-pemerintah daerah menunjukkan bahwa peruntukan secara hukum Kawasan
Hutan seluas 120 juta hektar atau sekitar 62% dari luas daratan Indonesia. Tanggung jawab pengelolaannya hutan-hutan tersebut adalah
berada di bawah kewenangan Departemen Kehutanan. Lebih jauh lihat, Orlando Contreras dan Chip Fay, Memperkokoh Pengelolaan Hutan
Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan tanah, (Bogor, World Agro Forestry Center, 2006), him 5.
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“Kayu dan Non Kayu”. Di sisi
lain, kawasan hutan juga masih
banyak dipandang sebagai

aset atau komoditi ekonomi
yang tidak boleh diganggu

oleh kepentingan masyarakat
(lokal/adat/tempatan) yang

ada di pinggir dan dalam
kawasan hutan. Padahal

banyak ditemukan bahwa
masyarakat telah lama hidup
dan tinggal di pinggiran dan
dalam kawasan jauh lebih lama
atau seumuran hutan itu sendiri.
Meski kini, kebijakan dan upaya
pengakuan dimensi dan aspek
sosial masyarakat sekitar hutan
mulai semarak muncul, namun,
masih saja konflik agraria terus
meningkat di kawasan hutan. Hal
ini dapat menjadi refleksi serius,
apa akar masalah utamanya dan
mekanisme resolusi konflik yang
bagaimana yang dapat relevan
diimplementasikan?.

Sementara itu, kondisi
peningkatan populasi demografis
penduduk di sekitar hutan
dengan beragam kebutuhan
pemenuhan kehidupan sosial
ekonomi mereka adalah sebuah
keniscayaan masalah yang

terus hadir tak bisa dihindari.
Kenyataan realitas peningkatan
populasi masyarakat dengan
segala kebutuhannya sudah
semestinya menjadi dasar
pengelolaan dan semangat
dasar bagi segala kebijakan dan
program di kawasan konservasi.
Sebab masyarakat di sekitar dan
dalam kawasan hutan umumnya
adalah kaum petani yang
membutuhkan lahan. Mayoritas
dari mereka bergantung

hidup dari tanah dan bermata
pencaharian berbasis tanah

dan sumberdaya hutan lainnya.
Rata-rata dari mereka umumnya
sebagaimana warga masyarakat

Legon Pakis di TNUK memiliki
sejarah panjang hubungannya
dengan tanah dan sumberdaya
hutan disekitarnya. Hubungan
masyarakat dengan kawasan
hutan memiliki beragam bentuk
demi memenuhi kebutuhan
kehidupan mereka baik dalam
jangka pendek, menengah dan
panjang. Dalam kasus TNUK,
sebagaimana diakui sendiri oleh
pihak BTNUK, hubungan dekat
masyarakat dengan kawasan
hutan terlihat jelas pada beragam
kebutuhan masyarakat mulai
dari kebutuhan pemanfaatan
sumberdaya lahan, sumberdaya
air, pemanfatan hasil hutan
kayu, hasil hutan non kayu dan
pemanfaatan sumberdaya laut.

Merujuk Karl Polanyi (1944)
dalam The Great Transformation,
bahwa tanah dan kekayaan
alam bukanlah komoditi

atau barang dagangan,

dan tidak sepenuhnya bisa
diperlakukan sebagai komoditi.
Memperlakukan tanah (dan
alam) sebagai barang dagangan
dengan memisahkannya dari
ikatan hubungan-hubungan
sosial yang melekat padanya,
niscaya akan menghasilkan
goncangan-goncangan yang
akan menghancurkan sendi-
sendi keberlanjutan hidup
masyarakat itu, dan kemudian
akan ada gerakan tandingan
untuk melindungi masyarakat
dari kerusakan yang lebih parah.
Seturut pandangan Polanyi di
atas, meski kondisi masyarakat
Legon Pakis secara sosiologis
merupakan masyarakat yang
“cair” akibat belum terpenuhinya
prasyarat sebagai sebuah
masyarakat yang solid secara
sosial ekonomi, ternyata

tetap mampu menumbuhkan
kesadaran dan melakukan

perlawanan sebagai respon

atas politik pengelolaan dan
penguasaan kawasan TNUK yang
mengeksklusi ruang hidup dan
hak mereka atas tanah.

Aksi protes dan perlawanan
masyarakat Legon Pakis,

Desa Ujung Jaya (sepanjang
tahun 1984-2010) baik secara
“terselubung” maupun terang-
terangan, muncul karena mereka
hendak dipaksa terpisah dari
hubungan panjang dan turun-
temurun dengan tanah dan
sumberdaya hutan, ruang hidup
mereka selama ini. Beragam
kebijakan konservasi dan aksi
kekerasan muncul disekitar
mereka, mulai dari pembatasan
akses atas sumberdaya hutan,
larangan berladang, memungut
hasil hutan dan kawasan laut
sekitarnya, hingga pemaksaan
relokasi, semua tampak “natural”
dimata masyarakat sebab
semua itu dianggap sebagai hal
yang seharusnya; kewajiban

diri hidup berada di wilayah
“kawasan konservasi”. Akibatnya,

4 Lebih jauh lihat, Laporan Penyempurnaan Manajemen dan Rencana Tapak Pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA),

Tahun 2012, him. 19-21.
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kemudian mampu menawarkan
konsep dan argumen untuk
membangun proses negosiasi
multi pihak secara terus menerus
kepada otoritas pengelola
Taman Nasional. Singkatnya,
dapat dikatakan bahwa kasus
marginalisasi petani yang terjadi
di masyarakat sekitar dan

dalam kawasan TNUK adalah
satu bentuk contoh apa yang
dikemukakan oleh Hall, Philip,
Li (2011) sebagai bentuk proses
eksklusi masyarakat petani atas
nama konservasi.

P e
- Magwamba‘ran Kehidupan Dusun Legon Pakis, Desa Ujung Jaya

Dilema dan Tantangan
Konservasi di Indonesia

=L - Keca matan Sumur. (Foto, 2007)
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ketidakadilan struktural yang
terjadi, nampak dipermukaan
seperti wajar-wajar saja. Klaim
tanah negara dan atas nama
konservasi untuk pemagaran
Badak Jawa (Proyek Javan Rhino
Scentury (JRC) atau Javan Rhino
Scentuary Consevation Area
(JRSCA)) antara tahun 2010-2012,
seolah membolehkan menerabas
lahan produktif warga,
marginalisasi dan relokasi paksa
masyarakat di sekitar dan dalam
kawasan hutan, sebagaimana
dialami masyarakat Legon
Pakis. Dengan beragam cara,
otoritas TNUK menyelubungi
kebijakan tersebut sehingga,
dimata masyarakat, hal itu
adalah wajar adanya. Mulai dari
pentingnya kebutuhan ‘second
habitat’ bagi Rhino, ancaman
hama dan penyakit dari binatang
lain, pentingnya perlindungan
wilayah jelajah Badak, dan
kebutuhan tujuan Ekowisata,
dst. Hal itu bisa dilakukan, sebab
BTNUK adalah “wakil negara”

di wilayah hutan. Namun, pada
praktiknya, kebijakan tersebut
jelas mengabaikan hak warga

negara yang hidup di wilayah
hutan, yang juga harus dihormati,
sebagaimana mandat konstitusi
UUD 1945, bahwa setiap warga
negara memiliki hak yang sama
untuk hidup dan memenuhi
kebutuhan hidupnya, termasuk di
dalam kawasan hutan.

Dengan demikian, secara empirik
maupun teoritik titik penting
yang bisa menjadi kontribusi
dalam pembelajaran studi kasus
konflik di kawasan konservasi
TNUK setidaknya terletak

pada dua hal; pertama, upaya
menelusuri dan memaparkan
bagaimana proses naturalisasi
kekerasan (fisik dan non fisik)
yang berujung pada ketidakadilan
struktural, mencipta konflik

dan proses eksklusi masyarakat
petani di sekitar dan dalam
kawasan konservasi (Taman
Nasional). Kedua, menelusuri dan
menjelaskan upaya-upaya keras
masyarakat petani perdesaaan

di kawasan konservasi yang
“rapuh” secara sosial-ekonomi,
membangun aksi perlawanan
mereka secara bertahap,

Menurut Hirsch dkk, meluasnya
kawasan konservasi adalah
bagian penting dari proses
penyingkiran. Banyak

kasus, masyarakat di dalam/
sekitar kawasan konservasi
dipindah (paksa) kan dari
tanahnya, misalnya Lore Lindu
dan Ujung Kulon. Dengan
legitimasi undang-undang,
akses masyarakat di kawasan
konservasi dibatasi dan dalam
beberapa kasus dilarang sama
sekali. Di sekitar kawasan TNUK,
masih dijumpai masyarakat yang
kesulitan memperoleh akses
demi pemenuhan hak-hak dasar
mereka seperti, tempat tinggal
layak, kesehatan, pendidikan,
listrik dan juga rasa aman.

Kini, banyak penduduk
perdesaan harus bersaing dengan
ekspansi sawit, pertambangan,
atau agenda konservasi untuk
mendapatkan akses terhadap
tanah dan sumber-sumber
agraria lainnya. Di topang
kebijakan pro-swasta, mereka
direnggut dari kawasan

yang selama ini digunakan
sebagai satu-satunya sumber
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livelihood mereka. Masalah
utama penduduk pedesaan
bukanlah kelangkaan hutan
dan perlunya konservasi,

tetapi kelangkaan lahan untuk
kegiatan produktif yang telah
berlangsung dalam waktu yang
panjang. Sebagian penduduk
itu tidak dapat menyalurkan
kelebihan tenaga kerjanya
disektor non pertanian karena
industri di kota-kota sudah jenuh
dan tidak mampu menyerap
tenaga kerja. Pilihan-pilihan
lain (misalnya menjadi TKI) juga
sangat terbatas. Lalu kemana

un Legon Pakis, Desa Ujung Jaya

orang-orang yang tereksklusi
tersebut? Pilihan yang paling
masuk akal adalah ‘kembali’
masuk ke dalam kawasan taman
nasional. ‘Merambah’, terlibat
dalam jaringan penebangan liar,
menambang mineral, mengais,
sisa penambangan atau terpaksa
tetap bertahan dalam batas
hidup minimum (subsisten) di
kawasan konservasi. Sebab,
untuk pergi ke kota-kota besar
jelas ‘kalah bersaing’ dengan
kelompok sosial lain yang
memiliki ‘kompetensi’ secara
pendidikan, ekonomi, jaringan

politik dan derajat otoritas
lainnya yang diperlukan untuk
kerja di perkotaan.

Inilah dilema konservasi. Antara
perlindungan dan pelestarian
alam disatu sisi dan pemenuhan
kebutuhan kehidupan manusia
disekitarnya disisi lainnya.
Sepertinya, tidak ada yang salah
dari tujuan mulia konservasi.
Namun jika rakyat yang tak
punya tanah dan tersingkirkan
semakin lama semakin banyak,
tidak pernah diakomodasi

atau diurus, maka, konflik



endemik antara konservasi dan
rakyat di perdesaan akan terus
berlangsung.

Pada saat UU No. 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (dikenal
dengan UUPA-1960) ditetapkan,
memang telah disebutkan bahwa
hak menguasai negara atas

bumi, air dan ruang angkasa dan
kekayaan alam yang terkandung
didalamnya, dalam hal hukum
publik dapat dikuasakan kepada
pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan masyarakat adat.
Namun, dalam kenyataannya hak
“menguasai” tersebut dimonopoli
pemerintah pusat dan

daerah. Hak "menguasai negara”
telah mengalami penyelewengan
dan pembajakan makna menjadi
sekedar ‘legitimasi’ penguasa
untuk “privatisasi” pengelolaan
sumberdaya alam dan
mengabaikan mandat dasarnya
‘sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat’. Akibatnya,
masyarakat lokal di dalam/sekitar
kawasan hutan tetap seringkali
ignorence (diabaikan) dalam tata
kelola konservasi.

Undang-undang Pokok
Kehutanan No. 5/1967 yang
sering dipakai legitimasi
eksploitasi sumberdaya

hutan dinilai memiliki

watak ekonomistik dan
eskploitatif terhadap hutan,
dan cenderung abai atas hak
dan akses masyarakat adat
dan sekitar kawasan hutan.
Berdasarkan UU tersebut lahir
Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

yang di masa Orde Baru menjadi
alat tambahan legitimasi
ekstraktif atas sumberdaya hutan
yang hasilnya hanya dinikmati
oleh segelintir pemilik kuasa
(Politik-ekonomi) (Kartodiharjo
dan Jhamtani, 2006). Pun,
demikian halnya tujuan yang
ingin dicapai dalam beragam
kebijakan dan program-program
atas nama ‘pembangunan

dan pemberdayaan’ untuk
masyarakat pinggiran dan
sekitar kawasan hutan.

Alih-alih meningkatkan
kesejahteraan, yang terjadi
adalah penyingkiran diam-diam
masyarakat dari hutan, (Santoso,
2004). Pembangunan proyek
JRS dengan dukungan dana
sekitar 6 juta dolar AS (Kompas,
19/07) tidak mempermasalahkan
pembongkaran kawasan

hutan TNUK dengan alasan
sebagai ‘langkah konservasi’
(Kompas, 21/07). Hal ini dapat
menjadi contoh empirik
bagaimana kebijakan atas

nama konservasi seringkali
masih berwatak konservasionis-
developmentalistik daripada
eko-populis yang memperhatikan
nasib masyarakat yang
bergantung hidup dari sekitar/
dalam kawasan hutan.

Selaras dengan argumen di

atas, jika benar, bahwa rencana
proyek JRS/JRSCA (2010-2012
lalu) setelah terpenuhi hambatan
perizinan dan manajemen

teknis lapangnya akan terus
dijalankan, barangkali layak
dipertanyakan, "Sampai mana
telah mempertimbangkan
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nasib masyarakat di kampung-
kampung sekitar kawasan desa
Ujung Jaya yang terpangkas
langsung ruang hidup (life
space) mereka akibat proyek
pemagaran Badak Jawa ini. Jika
belum, potensi konflik antara
masyarakat sekitar kawasan
TNUK dengan pendukung proyek
JRS/JRSCA akan semakin tinggi
dan terus berlangsung.

Pembelajaran dari kasus di
TNUK di atas diuraikan ulang
untuk menyegarkan ingatan
(re-fresh) sekaligus re-thingking
atas sebaran kasus sejenis di
Indonesia dengan watak sejenis:
Konservasi dan Eksklusi. ‘Ruang
temu’ seperti apakah yang tepat
untuk menjembataninya? Sebab,
kini semakin marak, atas nama
tujuan-tujuan konservasi dan
lingkungan, pada praktiknya
justru menjadi ‘topeng’ dan
legitimasi untuk penyingkiran
dan marginalisasi rakyat atas
tanah dan ruang hidupnya atau
biasa disebut dengan “Green
Grabbing”s. Entahlah, apa masih
perlu sengit diperdebatkan ulang,
untuk siapa dan bagaimana
sebenarnya “konservasi” hendak
dipraktekkan, agar cita ideal
‘Hutan Lestari’ bisa dihadirkan
tanpa mengabaikan daulat
manusia atas tanah dan ruang
hidupnya? Sebab, bisa jadi yang
terjadi bukan “Hutan Lestari,
Rakyat Sejahtera”, namun,
“*Hutan dan Spesiesnya (belum
tentu) Lestari, Rakyat (sudah
pasti) Menderita”.

5 Hasil studi tentang praktik green grabbing dalam konteks proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 4 wilayah, Wakatobi
(Sulawesi Tenggara), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Danau Toba (Sumatera Utara) dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) dapat dilihat
lebih jauh dalam laporan Sajogyo Institute Tahun 2017, lihat Link berikut; https://terbitan.sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2017/08/

Policy-Paper-KSPN-SAINS-RRI-2017-Final.pdf.
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